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PERATURAN DESA BENDET
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BENDET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESABENDET,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Dacrah Kabupaten
Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi
Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor |
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

4);
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor
2/D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penctapan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D),

13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 57 / E)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDET
dan

KEPALA DESA BENDET,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa BENDET

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas
dari Pemerintah dan Pemerintah Dacrah.

4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur
pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam
bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang
melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan
Keputusan Kepala Desa.

i
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6. Dusun adalah bagian wilayah dalar Desa dengan batas batas pang (o045 Gan
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemenintahan [rosa
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disehut B850 adaiah il 1000
BAB I
ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Pasal 2

o Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:

Kepala Desa,
2. Perangkat Desa

o Perangkat Desa schagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin iz

1. Sckretaris Desa:

2. Pelaksana ‘T'eknis; dan

3. Pelaksana Kewilayahan,
Perangkat Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan #haiz
pembantu Kepala Desa,

Pasal 3

o Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 2 diszatu oen

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;,
2. Kepala Urusan Keuangan, dan

o Pelaksana Teknis secbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdin can

1. Kepala Seksi Pemcrintahan;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan

« Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o terdin
dari:

I. Kepala Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Bendet
2. Kepala Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Nglaban,

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 4

« Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

e Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pernbantu Kepzlz ez
dan memimpin Sekretariat Desa.

« Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sckretariat desa

+ Kepala Dusun berkedudukan scbagai unsur pembantu Kepala Desa sebagal satuan
tugas kewilayahan.

+ Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.
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BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakoanakan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki
fungsi-fungsi sehagai berikut:

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penctapan
peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan,
dan penataan dan pengelolaan wilayah.

2. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan
pembangunan bidang pendidikan, keschatan,

3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di
bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,
olahraga, dan karang taruna.

5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga Jainnya

Pasal 6

(1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi
pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa
mempunyai fungsi:

1. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat,
arsip, dan ekspedisi.

2. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan
prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

3. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan
Jembaga pemerintahan desa lainnya.

4. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan
dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan
monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

« Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan
administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

+ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan
mempunyai fungsi

1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan
ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi,
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dan penataan administrasi peranghat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan
Kantor, penyviapan wpat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan
pelavanan umum.

Nepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan
seperti pengurusan administrasi kevangan, administrasi sumber-sumber pendapatan
dan pengeluaran, veritikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan
kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan.
seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir
data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program.
serta penvusunan laporan,

Pasal 8

(1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di
wilavahnya.

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun
memiliki fungsi:

L

ted Voo

pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan
kesadaran masvarakat dalam menjaga lingkungannya.

melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

(N

2

| %]

BAB

Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja
Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan,
pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan
Profil Desa.

b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mem-punyai fungsi melaksanakan
pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan,
keschatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya. ekonomi,
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang
taruna dan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masya-rakat, meningkatkan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan
ketenagakerjaan.,

v

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
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Pasal 11

Ragan Susunan Orgamsasi dan Tata Kerja Pemenntah Desa schagatmana dimaksud Pasal 2

avat (1), sehagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan hagian yang tidak
terprisahkan dan Peraturan Desa i

BAB VI
KRETENTUAN PENLTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda-ngan Peraturan Desa i dalam

| embaran Desa oleh Sekretans Desa.

Ditetapkan di Desa Bendet
Pada tanggal 24 Januari 2020

“KEPALA DESA BENDET

B S ‘GHOZALI

Diundangkan di Desa Bendet
Pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DESA BENDET

SUDARMADJI
LEMBARAN DESA BENDET TAHUN 2020 NOMOR 2/D

]
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LAMPIRAN : PERATURAN DESA BENDET
NOMOR : 02 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 JANUARI 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BENDET

SEKRETARIS DESA

Kepala
Urusan
Keuangan

BADAN KEPALA
1mmgcm<>$’§4>z FEsssssssEEEEs SAESESSESEENEEENGENEEENE Umm>
DESA
Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala U
Pemerintahan KeSEJAHTER Apaa WIvsan
AN Tata Usaha dan
Umum
DUSUN DUSUN
Nglaban Bendet
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PALA DESA BENDET
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDET

KECAMATAN DIWEK
KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDET

NOMOR : 188 / 02/ 415.54,18 /BPD / 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Menimbang,

Mengingat

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDET,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Bendet Tahun Anggaran 2018 dengan
menuangkannya dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

n

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091) ;
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Menetapkan
KESATU

Desa

KEDUA

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Thn 2014 Nomor
2092);

. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerash Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2014 Nomor 23/A);

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 40/A);

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan
Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor
16/E);

Peraturan Bupati Nomor : 2A Tahun 2018 Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten
Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 2A/E);

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 Tata Cara Pengalokasian Dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang(Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 17/E);

MEMUTUSKAN:

Kesepakatan Terhadap Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BENDET
pada tanggal : 24 Januari 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDET

/,\[\BUHKCETUA
O\

l,ﬁr\
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BERITA ACARA

Nomor ; 180/ 02 /415 54,18/ 2020

Nomor: 180/ 02 /4155418 / BPD /2020
KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA BENDET DAN BPD BENDET
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAI DESA BENDET

Pada hari Jumat tanggal Dua Pulul Empat bulan Januari tahun Doa Ribu Dua Puluh, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

I. H. IMAM GHOZALI : KEPALA DESA BENDET dalam hal ini bertindak atas nama
Pemerintah Desa BENDET selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

I H. GATOT PRASETYAWAN : KETUA BPD BENDET

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Susunan
Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa Bendet yang telah dievaluasi oleh Pemerintah
Kabupaten Jombang

2. PIHAK PERTAMA akan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa BENDET oleh Sekretaris Desaagar setiap orang mengetahui, selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
= T
/2 WKETUA BPD BENDET - UREPALA DESA BENDET
A ¢ O A

iy Rop O i AERS-. \ @\

ﬁ\‘ 7= . e

\ g ',:_"x.\
1. GATOT PRASETYAWAN 5 HAMAM GHOZALL
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